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Abstract -

This paper discusses the concept of buman rights enforcement and bumanist Islamic universal values.
Islamic law is a set of religions rules that govern the behavior of the Muslims in all aspects, both
individual and collective nature. Due fo the comprebensive characteristic, Islamic law occupies an
important position in the view of Mushims. Islam claims that the idea stemmed from the Medina
Constitution or the Charier of Medina 624 AD. In Isiamic perspective, human right is based on
theocentric approach while the West uses anthropocentric approach. This difference often raises a
contropersy in seeing the same issue,
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A. Pendahuluan

Persoalan HAM pada haklkatnya diakui sebagai permasalahan individu,
‘namun ketika dihadapkan pada orientasi masa awal petjuangan HAM, terjadi
polemik ‘seolah-olah masing-masing kelompok mengklaim bahwa dirinya
sebagai pahlawan pefjuangan. Akibat dari hal tersebut, salah satunya
kemunculan HAM mengalami disorientasi sebagai sebuah konsep yang berawal
dan identk dengan nilai-nilai Barat, sehingga tidak harus diikuti oleh bangsa
Adanya salah tafsir itu disebabkan pemutarbalikan fakta sejarah dari
pemikir Barat. Mereka menganggap bahwa fase awal tumbuhnya gagasan HAM
secara formal bermula dari Magna Charta 1215 M di Inggris. Sementara itu,
Islampun mengklaim bahwa gagasan itu bermula dari konstitusi Madinah atau
plagam Madinah 624 M.

Semenjak berakhirnya perang dingin, maka isu global beralih dad
komunisme dan pertentangan blok barat dan blok timur ke masalah baru yaitu
masalah hak asasi manusia, lingkungan dan liberalisme perdagangan. Indonesia
sebagai bagian dari masyarakat internasional, tidak terlepas dari gelombong isu
hak asasi manusia yang melanda hampir semua negara di dunia ini.

Setelah melalui proses yang panjang, kesadaran akan hak-hak asasi manusia
mengglobal sejak 10 Desember 1948 dengan ditetapkannya oleh PBB Deklarasi
Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, Puncak keberhasilan. perjuangan
untuk memperoleh pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi
manusia, ditandai dengann lahirnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
Hak Asasi Manusia yang dikenal dengan “Unzversal Declaration of Human Right”.
" Sejak itu, masalah hak asasi manusia betul-betul telah menjadi perhatian dunia,
tetlebih-lebih sesudah berakhitnya perang dmgm terutama di negara-negara
maju.

Sebenatnya, masalah hak asasi manusia bukanlah merupakan masalah baru
bagi masyarakat dunia, karena isu hak asasi manusia sudah mulai dilontatkan
sejak lahirnya Magna Charta di Inggris pada tahun 1215, sampai lahirnya
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Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia (Universal
Declaration of Human Righ) pada tanggal 10 Desember 1948.!

Jauh sebelum lahitnya Magna Charta di Inggris tahun 1215, sebenarnya di
dunia Islam telah ada piagam tentang hak asasi manusia yang dikenal dengan

" “Piagam Madinah,” pada tahun 622, yang membetikan jaminan perlindungan

hak asasi manusia bagi penduduk Madinah yang terdiri atas suku dan agama.’

Hak-hak asasi manusia memperoleh landasannya dalam Islam melalui
ajarannya yang paling utama, yaitu tauhid (mengesakan Tuhan). Karena itu, hak-
hak asasi manusia dalam Islam lebih dipandang dalam perspektif theosentris,
Walau demikian, ajaran tauhid tersebut berimplikasi pada keharusan prinsip
persamaan, persaudaraan dan keadilan antar sesama manusia, dan prinsip
kemerdekaan dan kebebasan manusia. Prinsip-prinsip tersebut teldh menjadi
landasan bagi pembentukan peradaban masyarakat Muslim awal, sehingga
menempatkan dunia Islam beberapa abad di depan Barat. .

Istilah hak-hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah drots de
FPhomme dalam bahasa Prancis, yang berarti, hak manusia, atau dalam bahasa
Inggrisnya, haman right. Dalam bahasa Belanda, disebut menselijke
rechten’ Sedangkan Al-Qurian, di mana lebih dari 1400 tahun yang lalu
diwahyukan Allah SWT kepada seluruh umat manusia melalui rasul ‘dan
utusannya, Nab1 Muhammad SAW, merupakan pencerminan nilai- nilai asasi
bagi manusia.*

‘Sebenarnya, kunci pokok dalam membahas HAM versi Islam berangkzt
dari prinsip kemuliaan manusia sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qur'an dan
Sunnah: Pertama, kemuliaan manusia adalah merupakan nikmat Allah yang
patut disyukuri dengan cara menggunakan dan meletakkannya pada porsi yang

-

! Rozali Abdullah dan Syamsir, Peréemsbangan HAM dan Keberadaan PeradikzﬁlI‘LAM di
Indonesia, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2001), hal. 9.

2 Ramdlon Naning, Cita dan Citra Hak-THak Asasi Manusia di Indonesia, (Jakarta: Lembaga
Kriminologi Universitas Indonesia, 1983), hal. 7.

3 Undang-Undang Nomor 39 Tabun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (] akarta: Sinar Grafika,
2000}, hal, 3.

* Fathurrahman Djamil, Metsde Ijtihad Mailis Tag:b Mubarimadiyah, (Jakarta: Logos
Publishing House, 1995), hal. 1.
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sebenarnyaKedua, sesungguhnya Allah memuliskan manusia karena
kemanusiaannya dengan tidak memandang suku dan agamanya. Al-Quran
dalam menjelaskan masalah ini sangatlah tepat. Karenanya, jatang sekali kita
menemukan ayat yang secara khusus tertuju kepada Arab atau pun orang Islam
atau orang beriman. Tetapi, lebih banyak berbicara tentang manusia itu sendiri.
(QS. Al-Tin:4) (QS. Al-Infitir:6- 8) (QS. Al-Taghibun:3) (QS. Al-Rahmin:3-4)
(QS. Al-Isra:70).

Hal lain yang erat hubungannya dengan prinsip kemuliaan manusia adalah
tergolongnya manusia menjadi satu komunitas yang bernama ummat yang
menyatakan tentang keesaan Tuhan serta asal-usul mereka. (QS. Al-
Nisa™1).Perbedaan bahasa dan juga warna kulit tidaklah menjadi penghalang
bagi kesetaraan manusia. Tapi hendaknya dipahami bahwa itu adalah salah satu
tanda- kebesaran Ilahi, sehingga mereka mampu untuk saling kenal-mengenal
dan saling tolong-menolong tanpa melihat perbedaan tadi. (QS. Al-RGm:22)
(QS. Al-Hujurat:13).8aling kenal-mengenal dan saling tolong-menolong adalah
merupakan prasyarat langgengnya manusia. Karena pada dasarnya Allah telah
mendistribusikan dengan rata kebaikan-kebaikan yang tertabur di seantero bumi
dengan penegasan bahwa sebenarnya semua itu hanyalah untuk manusia. (QS.
Al-Bagarah:29) (QS. Al-Mulk:15).Anjuran untuk saling tukar-menukar nilai
manfaat serta larangan ekspoitasi merupakan salah satu dasar pandangan Islam
tentang ekonomi internasional.l'ebih dari itu, bahwa Islam berkeinginan untuk
mengikis- habis perbedaan yang disebabkan oleh warna kulit dan rasnya
sebagaimana juga melempar jauh-jauh sikap fanatisme nasional.

Selanjutnya, kita masuk kepada masalah keterkaitan Islam dan HAM yang
bisa dilihat lewat kaitan hak dan kewajiban. Maka dalam Islam tidak
diperkenalkan adanya hak tanpa adanya kewajiban. Concern Islam terhadap hak
tanpa keterangan lebih lanjut tentang aturan-aturan pelaksanaan kewajiban pada
‘akhirnya akan menyebkan manusia hanya akan berpikir untuk dirinya. Dan pada
saat yang bersamaan ia lari dari kewajiban-kewajiban serta tanggung jawab yang
jika ini tidak dilaksanakan, seseorang tidak akan bisa untuk memenuhi haknya.
Pengaruh lain yang bakal ditimbulkan oleh timpangnya kedua timbangan ini
(hak dan kewajiban), adalah tetjadinya kesemrautan yang akan merusak nilai

e b
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tolong-menolong dalam rangka memenuhi kewajiban dan melaksanakan hak
dengan mudah dan damai.Inilah sebenarnya pandangan jelas yang dikemukakan
oleh Islam. Yang dengan tegas menyerukan untuk memenuhi kewajiban-
kewajiban, baik itu individual atau pun sosial.

Dari sini, pembzhasan HAM dalam Islam, dari segi teoritis, sudah tertera

dalam dua kaedah usul figh. Pertama, adalah hak-hak yang dibentuk oleh tradisi
klasik, baik itu hak personal dan hak-hak sosial (untuk yang terakhir ini
diistilahkan dengan hak-hak Tuhan mengingat begitu besarnya tanggung jawab
yang harus dipikul). Kedua, adalah kewajiban-kewajiban yang juga bersumber
dari tradisi klasik terdiri dati kewajiban indivudual dan kewajiban sosial (fardlx
kifdyab). . -
Hak asasi manusia (HAM) menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat manusia sebagai
makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan
setap orang demi kehormatan serta petlindungan harkat dan martabat
manusia.’Saat ini, di Indonesia telah ada Komite Nasional Hak Asasi Manusia
(Komnas HAM), yaitu suatu badan independen yang bgrtugas mémantau
pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Semua itu Bertujuan untuk
kemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia Indonesia.

Indonesia sebaga salah satu negara yang penduduknya mayoritas beragama
Islam, tentunya tidak tetlepas dari hukium Islam sebagai seperangkat aturan yang
mengatur kehidupan sehati-hati dalam beribadah dan berinteraksi dengan
masyarakat.Secara sosiologis dizkui bahwa masyarakat sepantiasa mengalami
perubahan. Petubahan suatu masyarakat dapat mempengaruhi pola pikir dan
tata nilai yang ada pada masyarakat itu. Semakin maju cara berpikir suatu
masyarakat, maka kan semakin terbuka untuk menerima ilmu pengetahuan dan
teknologi. Bagi umat beragama, dalam hal ini umat Islam, kenyataan ini dapat
menimbulkan masalah, terutama apabila kegiatan itu dihubungkan dengan
norma-norma égama. Akibatnya, pemecahan atas masalah tersebut dipetlukan,
sehingpa syariat Islam dapat dibuktikan tidak bettentangén dengan kemajuan

5 Sudirman Tebba, Sosiohgi Hukum Islam, (Yogyakarta: UIL Press, 2003). hal. 20-21.



236 Millah Vol XII, No.1, Agustus 2012

ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih dati itu dapat diyakini bahwa syatiat
Islam sesuai untuk setiap masyarakat dimana dan kapanpun meteka berada.®

Pada masa sekatang ini, pethatian masyarakat muslim lebih cenderung pada
masalah-masalah muamalat, seperti perdebatan tentang hukum bunga bank,
perdagangan saham dan persoalan lain yang berhubungan dengan sosial
kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak stagnan tetapi
terus berkembang sesuai dengan kondisi zaman. Melihat perkembangan ini, Ali
Yafie'membagi hukum Islam yang terjawantahkan dalam figh menjadi 4 bidang,
karena figh ibadah dan figh muamalah® belum mampu menjawab kompleksitas
problematika sosial masyarakat muslim Indonesia.

Secara garis besar pembagian tersebut meliputi; Pertama; figh ibadah yaitu
figh yang' mengatur hubungan manusia sebagai makhluk dengan Allah sebagai
Khalik. Kedna; Muamalat yaitu bagian figh yang mengatur hubungan manusia
déngan sesamanya untuk memenuhi kepetluan hidupnya sehari-hari. Kesiga;
munakabat, bagian figh yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan

keluatga. Keempat; finayat yaitu bagian figh yang mengatur tertib pergaulan yang -

menjamin keselamatan dan ketentraman manusia dalam kehidupannya.

Tulisan ini hanya.ingin berupaya menegaskan nilai-nilai HAM yang
memprensentasikan universalitas dan humanisme Islam, untuk membuktikan
bahwa Islam dapat menghadapi era globalisasi dan pluralism.

B. Humanisme Dan Universalitas Islam

Islam merupakan agama yang kaffah, mengatur segala perilaku kehidupan
manusia. Bukan hanya menyangkut urusan peribadatan saja, urusan sosial dan
ckonomi juga diatur dalam Islam. Oleh karenanya setiap orang Muslim, Islam
merupakan sistem hidup (way of #f) yang harus- diimplementasikan sccara
menyeiuruh dalam seluruh aspek kehidupannya tanpa kecuali.

6 Dua pembagian figh ini didasarkan pendapat beberapa ulama’, lihat saja beberapa kitab
figh seperti Ianah ath-Thalibin, Figh as-Sunnab, Figh madzhabib al-arba’ab dan kitab figh lain yang
dihasilkan dati fjtihad para ulama terdahulu.

7 Mun’im A. Sitry, Dilemsa Istars Dilema Demiokrasi, (Bekasi: Gugus Pres, 2002), hal. 22-23.

8 Masjfuk Zuhdi, Masa:/ Figiyah, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), hal. 56.

|
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Setiap pribadi dalam wilayah kekuasaan Islam memiliki kebebasan berfikir
atau berpendapat, kebebasan bertindak di segala bidang, sepanjang tidak
bertentangan dengan undag-undang yang betlaku. Setiap orang bebas
menentukan sikap dan mengemukakan pendapatnya terhadap siapa pun. Setiap
orang bebas membantah pendapat siapa pun tanpa rasa takut dengan
argumentasi ilmiah dan akhlak karimah. Lebih lagi terhadap keyakinan agama,
merupakan hak asasi manusia setiap individu. '

Bethubung hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa
manusia semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu
dipahami bahwa hak asasi manusia tersebut tidaklah bersumber dari negara dan
hukum, tetapi, semata-mata bersumber dard Tuhan sebagai pencipta alam
semesta beserta isinya, sehirlgga halc asasi manusia itu tidak bisa dikurangi (ron
derogable right). Oleh karena itu, yang dipetlukan dati negara dan hukum adalah
suatu pengakuan dan jaminan perlindungan tethadap hak asasi manusia
tersebut. -

Hukum Islam sangat menjunjung tinggi HAM, ini bisa dipelajari mulai dari
hukum pidana, perdata, ataupun yang lainnya. Petbed2an masing-masing negara
dengan penerapan hukum memang disesuaikan dengan faktor kondisi dan
situasi negara tersebut. Islam secara keras melarang total terhadap riba,
petjudian dan lain-lain. Karena apapun yang diperoleh manusia melalui cara-
cara ini sebenarnya diperoleh dengan menyebabkan kehilangan dan penderitaan
orang lain. Segala macam bisnis yang mengeksploitasi orang lain dan hanya satu
pihak saja yang rugi juga dilarang, .

Kemunculan kembali negara-negatra Islam dan negara-negara Muslim di
antara masyarakat bangsa-bangsa di dunia dan ketaatan dari beberapa negara
kepada Hukum Islam sebagai dasar dari sistem hukum mereka menegaskan
pentingnya memahami nilai-nilai dan atribut-atribut dari Islam dan Hukum
Islam. Negara Muslim yaitu negara di mana mayoritas penduduknya adalah
kaum Muslimin atau pemertintahnya mewakili mayoritas umat Islam. Negara
Islam merujuk pada suatu bentuk pemerintahan di mana seluruh perlakuan dari
seluruh aspek usaha manusia dan hukum menjadi subjek Hukum Islam, yaitu
syariah.

-
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Dunia Islam mempunyai citi khas dan keunikan tersendiri. Sepert dunia
Barat, dunia Islam juga memperlihatkan keragaman dan tidak homogen. Dalam
arti, setiap negara dari Aljazair hingga Indonesia mempunyai perbedaan yang
amat mendasar, meski mayoritas penduduknya beragama Islam. Ternyata,
komunalitas agama tidak dengan sendirinya berarti komunalitas sosial dan
tradisi politik, sebagaimana masyarakat dan realitas sosialnya berbeda, juga
tradisi-tradisinya.

Aljazair misalnya, merupakan negara modern yang westernized. Oleh karena
itu, mengalami guncangan hebat saat sebagian warganya menginginkan “negara
Islam” versi mereka. Sementara itu, negara-negara lain seperti Indonesia,
Malaysia dengan mayoritas penduduknya Muslim memilih menjadi negara
sekuler. Tampaknya petjuangan kelompok-kelompok Islam untuk membentuk
Negara Islam tidak berhasil. Kedua negara itu mengambil pemerintahan yang
cocok untuk ‘masyarakat pluralitas. Kendati penduduknya mayoritas Muslim,
kedua negara itu Di masa awal kelahirannya, Islam punya pengalaman bernegara .
menghadapi mesyarakat majemuk, baik etnik maupun agama, di bawah
kepemimpinan Muhammad Rasulullah dengan ibukota Madinah. Banyak ahli,
baik Barat maupun Timur, berpendapat bahwa penyelenggaraan pemerintahan
Muhammad Rasulullah berangkat dari Piagam Madinah.”

Dan yang sangat menarik bahwa dari masing-masing negara Islam di dunia,
tidak ada yang mengeluhkan soal penerapan Hukum Islam karena perbedaan
budaya, sosial ataupun yang lainnya. Tetapi, Hukum Islam bisa betjalan secara
siknifikan, walaupun ada petbedaan-perbedaan dari masing-masing negara
tersebut. Hukum Islam sangat fleksibel. Artinya, tidak kaku seperti yang
dibayangkan orang-orang yang kurang memahami Hukum Islam. Hukum Jslam
bisa berdiri di manapun ja berada, walaupun dalam masyarakat yang memiliki
perbedaan budaya, sosial, ekonomi dan politik. Sebagaimana maklum bahwa di

9 Muhammad Luqman Hakiem, &farn tentang HAM Sebuab Keprikatinan dan Penbelaan, dalan
Deklarasi tentang HAM, (Surabaya: Risalah Gusti, 1993), hal. 1.
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dalam salah satu kaidah fikih disebutkan *“Hukum-hukum itu dapat berubah
sesuai dengan zaman, tempat dan keadaan”.” : Lo

Dengan demikian, hakekat hukum Islam tersebut dapat berubah dalam
kondisi dan situasi tertentu. Tetapi, hakekatnya tidak berbenturan dengan
hukum asal, yaitu Al-Qur’an dan Hadist.

Satu hal yang menjadi isu yang masih terus menghangat dalam bingkai
hukum Islam adalah persoalan hak asasi manusia (HHAM). Potret Hak Asasi
Manusia adalah mosaik sejarah tentang penegakan kemerdekaan, kebebasan,
keadilan, persamaan, perdamaian, persaudaraan, dan perlindungan. Mosaik yang
mengalami pasang surut dalam cerminan kecemerlangan dan keburaman jutaan
wajah umat manusia."! _

Setelah berakhimya Perang Dingin, isu hak asasi manusia menjadi agenda
yang makin penting, karena tidak saja diadvokasikan lebih giat lagi ke seluruh
dunia, tetapi sudah dimasukkan ljuga sebagai faktor dalam menentukan
kebijakan hubungan antar bangsa. Sehubungan dengan itu, diskursus tentang
hak asasi manusia menjadi sangat aktual, lebih-Iebih jika dikaitkan dengan
Islam. Karena, ada dua hal yang inheren dengan kata Islam. Perfama, Islam
dimaknai sebagai ajaran, dan yang menjadi keunikan Islam adalah bahwa ajaran-
ajatannya tidak hanya mencakup kepercayaan dan ritus saja tetapi juga menjadi
dasar bagi pembentukan peradaban. Kedwa, Islam dimaknai sebagai realitas
historis paré pemeluknya. Berkaitan dengan ini, dapat dikaji, ~misalnya,

1 Magna Charta adalah undang-undang yang membatasi kekuasaan absolut para penguasa
atau raja-raja. Dengan demikian, apabila raja yang melanggar aturan atau kekuasaan harus diadili
dan mempertanggungjawabkan kebijakan pemerintahannya dihadapan patlemen, Sccara politis
lahimya Magna Charta merupakan cikal bakal lahirnya monarkhi konstitusional. Tim
Indonesian Center for Civic Education (ICCE) UIN Syatief Hidayatullah, Pendidikan
kewarganegaraan (Civic Education), (Jakarta: ICCE Syatief Hidayatullah, 2006), 252-253. 6
Deldarasi Perancis memuat aturan-aturan hukum yang menjamin hak asasi manusia dalam
proses hukum, diantaranya; freedom of expression (kebebasan mengeluarkan pendapat), freedom of
religion (kebebasan beragama), the night of property (perlindungan hak milik) dan hak-hak dasar
lainnya, lihat Maslamah Reyes, Dalam Islan dan HAM Islamisa, Vol. 3 No. 2. Maret 2009 hal. 70.

" Deklarasi Perancis memuat aturan-aturan hukum yang menjamin hak asasi manusia
dalam proses hukum, diantaranya; freedom of expression (kebebasan mengeluarkari pendapat),
Jreedons of reiigion (kebebasan beragama), the right of property (petlindungan hak milik) dan hak-hak
dasar lainnya, lihat Maslamah Reyes, Dalam Iskamt dan HAM Islamica, Vol. 3 No. 2 Maret 2009
hal. 70.
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pandangan masyarakat Islam terhadap hak asasi manusia, dan bahkan
penampilkan hak asasi manusia negara-negara Islam.

Kesadaran akan hak asasi manusia dalam peradaban Barat dmbul pada
abad ke-17 dan ke-18 Maschi sebagai reaksi terhadap keabsolutan raja-raja dan
kaum feodal terhadap rakyat yang mereka perintah atau manusia yang mereka
pekerjakan. Sebagaimana dapat diketahui dalam sejarah, masyarakat manusia
pada zaman dahulu terdiri dari dua lapisan besar, yaitu lapisan atas, minoritas,
yang mempunyéi hak-hak dan lapisan bawah, mayoritas, yang tidak mempunyai
hak-hak ~tetapi hanya mempunyai kewajibar-kewajiban, sehmgga mercka
diperlakukan sewenang-wenang oleh lapisan atas.

Setelah melalui proses yang panjang, advokasi hak asasi manusia mencapai
momentum globalnya sejak 10 Desember 1948 - ketlka Sidang Umum
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan Deklarasi Universal Hak-hak
Asasi Manusia. Seperti deklarasi-deklarasi sebelumnya, Deklarasi PBB ini tidak
didesain dalam rangka masyarakat yang berstuktur persukuan, tetapi sebagai
produk budaya modern ia didesain untuk melindungi kebebasan individu dalam
konteks negara-bangsa modern dimana kekuasaan negara cenderung semakin
dominan dan tersentralisasi.

Perlindungan terhadap kebebasan individu itu akan nampak jelas dalam
Struktur (baca: batang tubuh; istilah UUD RI 1945) Deklarasi Universal Hak-
hak Asasi-Manusia. Untuk kepentingan kajian, Deklarasi PBB tersebut dapat
diklasifikasikan dalam tiga kategori: pertama, hak sipil dan hak politik; kedua,
hak ekanomi dan hak sosial; dan ketiga, hak kolektif,

C. Akar Historis Konsep HAM

HAM baru menjadi petbincangan publik pada pasca Perang Dunia IL
Tepatnya setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berdiri pada 1945
berhasil memaklumkan Universal Declaration of Human Rights (DUHAM)
pada 10 Desember 1948. Secara tegas DUHAM menyantumkan tentang
perlindungan dari tindakan diskriminasi yang bersifat rasial, perlindungan atas
petsamaan bagi perempuan dan ke§ejahteraan.
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Dokumen DUHAM kemudian dijabarkan dan difkuti sejumlah dokumen
lainnya yang hingga kini terus mengalami petkembangan secara menakjubkan,
antara lain yang perlu disebut adalah kovenan internasional tentang Hak Sipil
dan Politk (International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR) dan
kovenan internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
(Internastional Covenant on Culture, Sosial and Economic Rights, ICCSER)
pada 1966 yang diterima masyarakat internasional sebagai hukum kebiasaan
internasional (Infernational Custontary Law). '

ICCPR seringkali disebut sebagai HAM generasi pertama dan ICCSER
sering disebut sebagai HAM generasi kedua. Belakangan muncul HAM generasi
ketiga, yaitu Konvensi Wina pada 1993, yang merupakan cerminan dari
bangkitnya nasionalisme Dunia Ketiga dan tuntutan terhadap pemerataan
kekuasaan, kekayaan, dan nilai-nilai penting secara global.

Secara general pembahasan HAM apabila ditarik kepada Hukum Islam,
setidaknya ada empat konsep yang dapat ditawarkan, yaitu: 1). Konsep
Perubahan, bahwa untuk membahas HAM tidak bisa dilepaskan dati Hauman
Legacy(warisan manusia) mulai zaman nomaden hingga sekarang PBB. 2).
Konsep persamaarn, bahwa Isu HAM adalah kesetaraan, merupakan akses yang
sama kepada negara dan kebijakan Publik. 3). Konsep ketuhanan dan
kemanusiaan. 4). Pentingnya komunikasi berbahasa, untuk memahami orang

lain.

Sejak penandatanganan Magna Carta? di Inggris pada tahun 1215 dan
deklarasi Undang-undang Hak Asasi Manusia (Bill of Rights) pada tahun 1689,
banyak negara di Barat mulai mengeluarkan seruan-seruan yang mendukung
dan membela HAM. Pada tahun 1776, konstitusi Amerika menetapkan undang-
undang FIAM yang disampaikan oleh Thomas Jefferson berisi tentang hak-hak

_ dasar persamaan dalam the declaration of independent dan sekaligus menandai

petkembangan HAM pasca Bill of Right .

ZMenurut DUHAM ada lima jenis hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu yaitu; hak
personal, hak legal, hak sipil dan hak politik, hak substansi (hak jaminan adanya sumber daya
untuk menopang kehidupan) dan hak ekonomi, social dan budaya. Lihat Ignatius Basis Susilo,
et al. Kongprlasi Instrumen Internasional Tentang Hak Asasi Mannsia, (Surabaya: Pusat Studi HAM
Universitas Surabaya), hal. 1-11.
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Tahun 1789 di Perancis, lahirlah Deklarasi Hak Asasi Manusia dan
Kewatganegaraan,"Hingga pada akhirnya, pada tahun 1948, di bawah payung,
PBB, ncgara-negara dunia mendeklarasikan undang-undang tetkait dengan
HAM yang menyerukan tentang jaminan setiap seorang untuk mengejar
pemenuhan kebutuhan material dan spiritual secara bebas dan bermanfaat,
diantaranya; jaminan keamanan, ekonomi dan kesempatan yang sama yang
kemudian dijadikan dasar-dasar perumusan Deklarasi Universal Ham
(DUHAM)"yang dikukuhkan sebagai Universal Declaration of Human Rights
(UDHR)."

Banyak negara-negara Islam yang ikut serta dalam deklarasi di atas,
- tetkecuali kerajaan Saudi Arabia. Saudi beralasan, sudah memiliki undang-
undang yang menjamin persoalan HAM dan ditetapkan langsung oleh otoritas
tertinggd, yakni Allah Yang Maha Pencipta.

Pada tahun 1968, Liga Arab mendirikan Komite ch10nal Arab untuk
membahas persoalan HAM. Komite ini memiliki agenda pertemuan rutin
membahas persoalan-persoalan HAM, yang pada tahun 1987 menghasilkan
dokumen-dokumen penting seputar IAM bertajuk “Hak Asasi Manusia dalam
Islam”. :
Deklarasi internasional yang dikeluarkan oleh PBB bukan tanpa masalah,

baik pada tataran teori atau pada ruang praktisnya. Secara partikular, umat Islam

juga mengalami masalah ini, seperfi yang juga dialami masyarakat dunia
umumnya. Namun demikian umat Islam harus menyokong usaha perdamaiaﬁ
dunia baik pada level nasional maupun internasional, bahwa tidak ada satupun
individu, kelompok maupun kekuatan (politik, ekonomi, social) yang boleh
berpihak atau menekan pihak lain. Problem yang dihadapi umat Islam

Vlgnatius Basis Susilo, et al. Komgprlasi..., 254,

WPathi Osman, “Islam and Human Right, The Challinge to Muskm and The World”, dalam
Rethinking Islam and Modernity, ed. Abdel Wahab El- Effandi (London: The Islamic
Foundation, 2001}, Ibéd, hal. 34.

15Lebih detail bisa dibaca Masdar F. Masudi, “Hak Asasi Manusia Dalam Islam”, dalam E.
Shobitin Nadj, Naning Mardiniah, Disersinasi Hak Asasi Mannsia: Perspektif dan Aks, Cesda dan
LP3ES, Jakarta, 2000, hal. 63-72. Lihat juga Mahmoud A. Ayoub, “Spiritualitas Asia dan Hak
Asasi Manusia”, dalam Candra Muzaffar dkk, Heman'’s Wrong, (Yogyakarta: Pilar Media, 2007).
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betkenaan dengan universalitas HAM adalah menyangkut masalah-masalah
tertentu yang benar-benar tidak ada (belum ada) dalam pemikiran Islam.

Implikasi dari masalah itu tidak hanya pada ranah HAM, tetapi juga
menyentuh pada ranah lain.'® Dalam kalangan Islam juga dikenal sejumlah
tokoh intelektual yang mengembangkan pemikiran mengenai konsep HAM,
antara lain Farid Muhammad, Mahmoud Mohamed Thaha, dan Abdullah
Abmed An-Naim. Dengan demikian, agama Islam sesungguhnya memiliki
potensi konseptual yang bisa dikembangkan untuk melengkapi konsep-konsep
mengenai HAM. Misalnya konsep mengenai Piagam Madinah."”

Penegasan yang terpenting termaktub dalam Piagam Madinah yaitu -
pengakuan terhadap pluralitas masyarakat, yang dalam hak-hak dan kewajiban
adalah sama tanpa membedakan asal-usul agama. Tiap-tiap kelompok
masyarakat memiliki otonomi kedalam, tetapi tidak mempunyai kewenangan
untuk melakukan hubungan ke luar yang harus dilakukan atas nama Madinah di
bawah kepemimpinan Rasulullah SAW sebagai kesatuan komunitas. Nabi
Muhammad diangkat sebagai pemimpin komunitas ini, tetapi beliau tidaklah
menjadi seorang autokrat karena hukum Tuhan diatas - segala-galanya dan setiap
pengambilan keputusan dilakukan dengan prms:p musyawarah. Karena
masyarakatnya sangat majemuk, maka dalam komunitas Madinah diberlakukan
berbagai subsistem hukum. Dalam arti kaum muslimin tunduk kepada hukum
Islam, sementara kaum Yahudi tunduk kepada hukum Taurat dan penganut
paganisme tunduk kepada hukum adat mereka. _ .

Kebebasan menjalankan ibadah keagamaan dengan sendirinya dijamin
dalam teks Piagam Madinah. Hal ini disebabkan karena pada prinsipnya Islam
menegaskan bahwa keyakinan keagamaan tidak dapat dipaksakan terhadap
seseorang, meskipun dakwah wajib dijalankan. Hak milik, hak kebebasan
pribadi, hak untuk mendapat jaminan keselamatan pribadi dan kelompok
semuanya dijamin dalam piagam, demikian pula hak untuk ikut serta dalam
pembelaan komunitas, jika diserang oleh kelompok diluarnya. Dengan

16Altaf Gauhar, ed. The Challenge of Islam. (London: Islamic Council of Europe, 1978)
dalam Fatah Santosos, Iskm dan Hak Asasi Manasta. Akademika, 03, 1993), hal. 19.

17Altaf Gauhar, ed., T4e..., hal, 14,
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demikian, partisipasi dalam penyelenggaraaan kehidupan ekonomi, sosial dan
politik terbuka bagi semua orang.

Meskipun dokumen-dokumen yang diwariskan oleh Islam tetap ada dan
tetap tetpelihara oleh jutaan kaum di seluruh dunia, namun masih saja terdapat
anggapan bahwa hak asasi manusia, dianggap scolah-olah sesuatu yang asing
dari khazanah peradaban kaum Muslimin. Sehingga tidak mengherankan jika
timbul kritik terhadap kaum intelektual di Asia dan Afrika, dimana mereka
dituduh sebgai "orang Barat di negeri Timur". Namun perkembangan yang
tetjadi dalam masyarkat Islam sekarang ini telah memberikan harapan baru
untuk mewarisi tradisi sejarah peradaban umat manusia secara jujur dan
berimbang. Penilain seperti itu tentu bukan dimaksud sekedar memenuhi
dahaga intelektual kaum cendikiawan, karena langkah selanjutnya adalah
.bagaimana menyerap dan mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Islam itu
kedalam kehidupan umat manusia dalam mengadapi tantangan zaman.

Implementasi Ham dalam historis Islam ditvangkan dalam piagam
Madinah, merupakan bukti nyata bahwa Islam sesungguhnya telah lebih dulu
mengajatkan tentang HAM. Penegasan terpenting Piagam Madinah yaitu
pengakuan terhadap Plllt';l]itas masyarakat, yang dalam hak-hak dan kewajiban
adalah sama tanpa membedakan asal-usul agama. Tiap-tiap kelompok
masyarakat memiliki otonomi kedalam, tetapi tidak mempunyai kewenangan
untuk melakokan hubungan ke luar yang harus dilakukan atas nama Madinah di
~ bawah kepemimpinan Rasulullah SAW sebagai kesatuan komunitas. Karena
masyarakatnya sangat majcrfmk, maka dalam komunitas Madinah diberlakukan
berbagai subsistem hukum, yaitu kaum muslimin tunduk kepada hukum Islam,
sementara kaum Yahudi tunduk kepada hukum Taurat dan penganut paganisme
tunduk kepada hukum adat mereka.

D. Hak Asasi Manusia Dalam Islam

Cara pandang Islam tethadap hak asasi manusia tidak terlepas dari cara
pandangnya terthadap status dan fungsi manusia. (M. A Fattah Santoso,
2007:49). Manusia adalah makhluk Allah yang terhormat (Q.S. 17:70 dan 15:28-
29) -dan fungsional (Q.S. 6:165 dan 33:72). Dari eksistensinya yang ideal,

o
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manusia ditarik pada kehidupan yang riil (realitas empirik) agar ia dapa: teruji
sebagai makhluk yang fungsional. Dalam kaitan ini, ia disebut khalifah, dalam
pengertian mandatatis, yang diberi kuasa, dan bukan sebagai penguasa. Dalam
status terhormat dan fungsi mandataris ini, manusia hanya mempunyai
kewajiban-kewajiban kepada Allah (karena itu, Allah semata yang mempunyai
hak-hak) dengan cara mematuhi hukum-hukumNya. Semua kewajiban itu
merupakan amanah yang ‘diemban (33:72), sebagai realisasi dari per]anpa:mya
dengan Allah pada awal mula penciptaanNya (9:111).

Oupliasd 4l Juuse § Ssla Bl a3 B wlisals il Buabll o it aln &y
EEAAE W o 0y 33l 535 oAl Juaiyts 3132 § s e 1k bsliss
paalt 3530 55 30035 4 Rdadly ol A&z,

Sesungguhnya Allah Telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta

mereka dengan memberikan surga untuk mereka. meteka berperang pada jalan

Allah; lalu mereka membunuh atau terbunub. (Tta Telzh menjadi) janji yang benat

dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. dan siapakah yang lebih menepati

janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang Telah

kamu lakukan itu, dan Ttulah kemenangan yang besar. (QS. At-taubah: 111).

Walaupun manusia mempunyai kewajiban-kewajiban kepada penciptanya,
namun kewajiban-kewajiban ini pada gilitfannya menimbulkan segala hak yang
berkaitan dengan hubungannya dengan sesama manusia. Kewajiban bertauhid
(mengesakan Allah), misalnya, jika dilaksanakan dengan benar akan
menimbulkan kesadaran akan hak-hak yang berkaitan dengan hubungan antar
sesama manusia, sepeti hak persamaan, hak kebebasan, dan hak memperoleh
keadilan.

Seorang manusia mengakui hak-hak manusia lain karena hal itu merupakan
kewajiban yang dibebankan kepadanya dalam rangka mematuhi Allah. Karena
itu, Islam memandang hak asasi manusia dengan cara pandang yang berbeda
dari Barat, tidak bersifat anthroposenttis, tétapi bersifat theosenttis (sadar
kepada Allah sebagai pusat kehidupan). Penghatgaan kepada hak asasi manusia,
dengan demikian, merupakan bentuk kualitas kesadaran keagamaan, yaitu
kesadaran kepada Allzh sebagai pusat kehidupan.



246 Millah Vol. X11, No.1, Agustus 2012

Cara pa.hdang ini, setidaknya secara filosofis, dapat -menjembatani
ketegangan, bahkan konflik, antara individu dan negara, sebuah problema yang
sering muncul dalam melaksanakan hak asasi-manusia.

Ajaran Islam tentang Hak Asasi Manusia Sumber ajaran di dalam Islam
adalah Al Qur’an dan Sunnah (juga tradisi kehidupan kaum Muslim awal).
Sunnah di sini dimaksudkan sebagai penjelasan dan pengimplementasian Nabi
Muhammad SAW atas nilai-nilai etik dan filosofik dan prinsip-prinsip dasar Al-
Qur'an melalui contoh-contoh perilaku ditinya, ucapan-ucapan verbalnya, dan
persetujuan-persetujuannya sendirl. Bertitik tolak dari sumber-sumber tetsebut,
para sarjana Muslim selama tiga abad pertama sejarah Islam mengembangkan
syariah, yaitu cara hidup Islami yang ditetapkan berdasarkan wahyu illahi.
Mereka telah berhasil mengembangkan sistem syariah yang komprehensif dan
koheren, sehingga ia tidak hanya mencakup petsoalan-persoalan yang legal dan
yurisprudensial saja, tetapi juga praktek-praktek ibadah ritual, teologi, etik,
kesucian personal dan tatakrarna yang baik.

Din al-Islam merupakan sistem yang didalamnya terhimpun aspek-aspek
yang mengatur manusia, baik hubungan manusia dengan Tuhannya .
(vertikal/ibadah), maupun hubungan antar manusia dan hubungan manusia
dengan alam atau makhluk lainnya (horizontal/mu’amalah).

Syatiah diyakini sebagai pedoman yang menjadi pegangan manusia dalam
menuju rahmat Allah dan mendekat kepada-Nya. Sistem syariah ini telah
berfungsi sebagai petunjuk bagi umat dan pada gilirannya menjadi landasan bagi
peradaban Islam sejak abad ketujuh. Satu hal yang barangkali kurang disadari
oleh mayoritas generasi Muslim berikumya adalah bahwa sistem syariah
tersebut merupakan produk pemahaman manusia tentang sumber-sumber
Tslam dalam konteks sejarah tertentu (yaitu abad ketujuh sampai kesembilan).
Konsekuensinya, sistem i1 dipertahankan untuk tetap menjadi landasan bagi
pengembangan peradaban masa kini dengan konteks sejarah yang berbeda,
‘tanpa bergeming sedikitpun pada upaya reformasi sistem terscbut. Pada
gilitannys, kondisi ini telah melahirkan sejumlah agenda permasalahan
kontemporer yang belum terpecahkan, termasuk masalah hak asasi manusia.
Tetapi sebelum agenda permasalahan itu diungkap, terlebih dahulu dikaji ajaran-
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ajaran Islam tentang hak asasi manusia dengan merujuk larigsung pada sumber-

_sumber Islam, walaupun-petlu dicatat masih pada tahap idendfikasi yang

barangkali belum komprehensif juga.

Falsafah dasar bagi hak asasi manusia dalam Islam terdapat dalam
ajarannya yang utama, yaitu tauhid, kemahaEsaan Tuhan. Dalam tauhid
terkandung pengertian bahwa yang ada hanya satu Pencipta bagi alam semesta;
alam semesta beserta isiﬁya (manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan benda tak
bernyawz) berasal dari Yang Maha Esa.Dalam kaitan dengan hak asasi manusia,
ajaran lauhid, dengan demikian, mengandung ide persamaan dan persaudaraan
seluruh manusia (Q.S. 4:1; dan 49:13). Karena manusia itu bersaudara dan sama
derajatnya, manusia tidak boleh diperbudak oleh manusia lain. Manusia dalam
Islam adalah manusia bebas (Q.S. 33:72), bebas dalam kemauan dan perbuatan
(Q.S. 76:2-3), bebas dari tekanan dan paksaan manusia lain, bebas dari
eksploitasi manusia lain, bebas dari pemilikan manusia lain (Q.S. 90:13), dan
bahkan bebas dalam beragama (QQ.S. 2: 256; dan 10:99) .

Dard ajaran-ajaran dasar tentang persamaan, persaudaraan, dan kebebasan
manusia, timbullah hak-hak asasi manusia yang lain. Karena manusia itu
bersaudara (yang mengimplisitkan adanya kasih ‘sayang) dan memperoleh
kebebasan, misalnya, dia secara individual perlu diberi hak untuk hidup dan
memperoleh keamanan (Q.S. 4:29), hak berkeluarga (Q.S. 4:1 dan 30:21), hak
mengecap pendidikan (Q.S. 2:129 dan 3: 164), hak mendapat pekerjaan, upah
yang layak dan memiliki kekayaan (Q.S. 2:188 dan 4:29), hak untuk bebas
bergerak/mobilitas (Q.S. 30:20 dan 67:15), hak berfikir, betbicara, berbeda
pendapat, dan berserikat (Q.S. 3:159; dan 42:38), hak memperoleh jaminan
sosial (Q.S. 51:19 dan 90:14-16). Dan secara kolektif, perlu diberi hak untuk
bebas menentukan nasib mereka sendiri (Q.S. 13:11).

Lebih lanjut, karena manusia itu bersaudara dan sama derajatnya, dia secara
individual petlu diberi hak memperoleh keadilan di depan hukum dan
petlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi (sewenang-wenang) dalam
penyelesaian tertib sosial (Q.S. 4:58; dan 5:8). Dan secara kolektif, perlu dibeti
hak untuk bebas dati neokolonialisme dan segala bentuk diskriminasi (Q.S.
49:13).
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Ajatan Islam tentang HAM telah diaktualisasikan dalam kehidupan bet-
masyarakat pada zaman Nabi Muhammad saw dan Khulafaur Rasyidin (empat
khalifah pertama), seperti tersirat dalam beberapa Sunnah dan tradisi sahabat
berkut ini:

1. Persetujuan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya:

"Dalam peristiwa perang badar, Nabi memilih suatu tempat khusus yang dianggap
pantas untuk menyerang musuh. Salah seorang sahabatnya, Hubab bin Mandhar,
bertanya kepada Nabi, apakah yang menyebabkannya memilih tempat khusus itu
karena berasal dari wahyu Tuhan. Nabi menjawab tidak. Dengan ucapan itu
Hubab bin Mandhar lantas mengajukan suatu tempat alternatif untuk memberikan
serangan tethadap musuh, karena menurut anggapannya, tempat itu secara
strategis lebih baik tempatnya. Nabi menyetujuinya".18

2..Perjanjian Rasulullah dengan golongan Kristen Najran:

"Dari Muhammad Sang Nabi kepada Abu Harist, uskup Najtan, pendeta-pendeta,
rahib-rahib, orang-orang yang hidup di gereja-gereja mereka dan budak-budak
mereka; semunya akan berada dibawah lindungan Allah dan nabinya; tidak ada
uskup yang dibethentikan dari keuskupannya, tidak ada rahib yang yang akan
diberhentikan dari biaranya dan tidak ada pendeta yang akan diberhentikan dari
posnya, dan tidak akan terjadi perubahan dalam hak-hak yang mereka telah
nikmati sejak lama.”

3. Pesan Khalifah Abu Bakar ketika mengirim ekspedisi pertama ke negri Syam:

"Hendaklah kamu bersikap adil. Jangan patahkan keyakinan yang telah kamu
ikrackan, Jangan memenggal seseorangpun. Jangan bunuh anak-anak, laki-laki dan
perempuan. atau membakar pohon-pohon kurma, dan jangan tebang pohon-
pohon yang menghasilkan buah-buahan. Jangan bunuh demba-domba, ternak-
ternak atau unta-unta, kecuali untuk sekedar dimakan. Mungkin sekali kamu akan
bertemu dengan orang-orang yang telah mengundurkan diri ke dalam biara-biara,
maka biarkan mereka dan kegiatan mereka dalam keadaan yang damai.".??

4. Prinsip-prinsip hak asasi manusia yang termaktub di dalam Piagam Nabi
(Kitab an-INabi)

Merupakan dokumen historis tenrz.ng aturan-aturan dasar penyelenggaraan
Madinsh sebagai sebuah komunitas dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad

18 Tbid.
- 13 Ihid
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saw. Ketika hijrah ke Yatsrib yang kemndian menjadi Madinah, penduduk kota
itu tidaklah homogen. Paling tidak terdapat kelompok kaum muslimin, yang
terdiri dari dua bagian, yakni Muhajirin dan Anshar, kelompok keagamaan
Yahudi dan kelompok masyarakat Arab yang menganut Paganisme. Setibanya di
Yatsrib, Nabi segera mengadakan fakta kesepakatan bersama dengan kelompok-
" kelompok masyarakat yang hetrogen itu untuk menyatukan mercka ke dalam
komunitas baru, yang dinamakan dengan Madinah. Sekarang setelah bebetrapa
serjana melakukan studi yang mendalam terhadap -teks ini, mereka:dengan
mudah mensistematikan piagam ini menjadi 10 Bab dan 47 Pasal, yang di
dalamnya memuat rumusan-rumusan penting tentang hak asasi manusia.”

Penegasan yang terpenting termaktub dalam Piagam Madinah yaitu penga-
kuan terhadap pluralitas masyarakat, yang dalam hak-hak dan kewajiban adalah
sama tanpa membedakan asal-usul agama. Tiap-tiap kelompok masyarakat
memiliki otonomi kedalam, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk
melakukan hubungan ke luar yang harus dilakukan atas nama Madinah di bawah
kepemimpinan Rasulullah saw sebagai kesatuan komunitas. Nabi Muhammad
diangkat sebagai pemimpin komunitas ini, tetapi beliau tidaklah menjadi
seorang autokrat karena hukum Tuhan diatas segala-galanya dan setiap
pengambilan keputusan dilakukan dengan prinsip musyawarah. Karena
masyarakatnya sangat majemuk, maka dalam komunitas Madinah diberlakukan
berbagai subsistem hukum. Dalam arti kaum muslimin tunduk kepada hukum
Islam, sementara kaum Yahudi tunduk kepada hukum Taurat dan penganut
paganisme tunduk kepada hukum adat mereka.

Kebebasan menjalankan ijbadah keagamaan dengan sendirinya dijamin
dalam teks Piagam Madinah. Hal ini disebabkan karena pada prinsipnya Islam
menegaskan bahwa keyakinan keagamaan tidak dapat dipaksakan terhadap
seseorang, meskipun dakwah wajib dijalankan. Hak milik, hak kebebasan
prbadi, hak untuk mendapat jaminan keselamatan pribadi dan kelompok
semuanya dijamin dalam piagam, demikian pula hak untuk ikut serta dalam
pembelaan komunitas, jika diserang oleh kelompok diluarnya. Dengan

*Yustil Izza Mahendra, “Konsepsi Islam Tentang HAM dan Persaudaraan”, dalam Jurnal
Dirosah Islamiyah, (Volume 1 Nomor 1, 2003), hal. 16.
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demikian, parﬁsipasi dalam penyelenggaraaan kehidupan ekonomi, sosial dan
politik terbuka bagi semua orang.

Meskipun dokumen-dokumen yang diwatiskan oleh Islam tetap ada dan
tetap terpelihara oleh jutaan kaum di seluruh dunia, namun masih saja terdapat
anggapan bahwa hak asasi manusia, dianggap seolah-olah sesuatu yang asing
dari khazanah peradaban kaum Muslimin. Sehingga tidak mengherankan jika
timbul kritik terhadap kaum intelektual di Asia dan Afrika, dimana mereka
dituduh sebgai "orang Barat di negeri Timur". Namun perkembangan yang
terjadi dalam masyarkat Islam sekarang ini telah memberikan harapan baru
untuk mewarisi tradisi sejarah peradaban umat manusia secara jujur dan
berimbang. Penilain seperti itu tentu bukan dimaksud sekedar memenuhi
dahaga intelektual kaum cendikiawan, karena langkah selanjutnya adalah
bagaimana menyerap dan mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Islam itu
kedalam kehidupan umat manusia dalam mengadapi tantangan zaman.,

T R <] . TesTe o et 0 ,’a: g -z |.£ "’: 2% a2t
a1 5al 335 4l iebls KU o2 O35 il Gl LWl Ea 3T Adi 58 p2E
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Kamn adalah umat yang terbaik yang diiahirkdn untuk manusia, menyuruh kepada

yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.

sekiranya ahli Kitab betiman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka
ada yang betiman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.(QS.

Ali-Imran: 110).

Tugas dan kewajiban kita untuk menunjukkan kepada dunia, bahwa Islam
adalah cinta damai dan agama menghormati hak asasi manusia. Sesungguhnya
kita berkewajiban merealisasikan apa yang ditegaskan Al-Qur’an bahwa kalian
adalah sebaik-baik umat (&bairab smmab) yang kami tonjolkan kepada semua
umat manusia karena kalian selalu mengajak manusia kearah kebaikan dan
mencegah kemungkaran dan kalian beriman kepada Allah. ‘

¢
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